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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil uraian dan analisis yang telah diuraikan tersebut di

atas, maka penulis memberikan kesimpulan dari tesis ini yaitu:

1. Pelaksanaan kegiatan PTSL SG dan PAG di Kantor Pertanahan Kota

Yogyakarta dilaksanakan sesuai dengan 13 tahapan yang diatur dalam Pasal 4

Permen ATR/ Kepalal BPN RI No. 6 Tahun 2018 yang dimulai dari tahap

perencanaan dan berakhir dengan diterbitkannya Keputusan Pemberian Hak Atas

Tanah. Hak kepemilikan atas SG atas nama Kasultanan dan PAG hak kepemilikan

atas nama Kadipaten Pakualaman. Pelaksanaan kegiatan PTSL SG dan PAG

dengan PTSL umum tidak ada tidak ada perbedaannya. Perbedaannya hanya

terletak pada kegiatan penatausahaan tanah SG PAG yang meliputi inventarisasi,

identifikasi dan verifikasi yang difasilitasi oleh Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang

Kota Yogyakarta dan Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang DIY. Berkaitan dengan

anggaran pun pelaksanaan PTSL SG dan PAG memperoleh dana dari Pemerintah

Pusat sama halnya dengan hak milik atas tanah perseorangan. Namun, masih

terdapat kesulitan dalam melengkapi data yuridis dan data fisik tanah, dengan

demikian jumlah luas tanah Kasultanan dan Kadipaten belum pasti, dan

memungkinkan dalam pendataan tanahnya setiap tahun akan terus bertambah.

Adapun keterangan permasalahan lain bahwa seringkali masyarakat yang

memanfaatkan SG dan PAG menjadi kendala dalam pelaksanaan teknis

pendaftaran tanah khususnya pada tahap administrasi.
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2. Berdasarkan hasil penelitian penulis bahwa, terdapat 27 sertifikat SG dan

PAG yang berhasil diterbitkan melalui PTSL, sedangkan 23 lainnya diterbitkan

melalui sistem pendaftaran tanah sporadik berdasarkan Perdais DIY Nomor 1

Tahun 2017, Peraturan Gubernur DIY No. 33 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Pengelolaan Dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten dan

dengan Permen ATR/ Kepala BPN RI No. 2 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran

Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten. Penulis menyimpulkan bahwa dalam

pelaksanaannya Kota Yogyakarta telah mengikuti aturan di dalam Permen ATR/

Kepala BPN RI No. 6 Tahun 2018 karena daerah dalam hal ini DIY sendiri tidak

menciptakan aturan khusus yang berkaitan dengan PTSL, karena PTSL

merupakan program pertanahan nasional yang diselenggarakan oleh pemerintah

pusat dan Daerah Istimewa Yogyakarta hanya mengikuti sesuai aturan yang

dilimpahkan dari pusat ke daerah, sehingga dapat dibuktikan adanya konkritisasi

kepastian hukum melalui PTSL atas tanah kasultanan dan tanah kadipaten di Kota

Yogyakarta. Kepastian hukum yang seperti ini yang disebut sebagai kepastian

hukum yang sebenarnya (realistic legal certainly), yaitu mensyaratkan adanya

keharmonisan antara negara dengan rakyat dalam berorientasi dan memahami

sistem hukum.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka penulis

memberikan saran-saran antara lain:

1. Hendaknya Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta dalam menghadapi

hambatan-hambatan pelaksanaan program PTSL khususnya dalam hambatan
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internal, terlebih dahulu melakukan suatu evaluasi sebelum pelaksanaan program

PTSL tersebut, sehingga dengan evaluasi tersebut dapat dipenuhi segala

kelemahan internal dan tidak lagi menjadi hambatan dalam pelaksanaan program

PTSL tersebut. Dalam mengatasi hambatan eksternal seperti kendala yang terjadi

pada masyarakat yang memanfaatkan SG dan PAG terlebih terhadap SG dan PAG

yang belum tersertifikasi, hendaknya kantor pertanahan terlebih dahulu

melakukan survei lapangan terhadap lokasi pertanahan yang akan dijadikan

sebagai objek program PTSL tersebut, sehingga dalam pelaksanaanya dapat

mencapai tujuan yang lebih efektif dan lebih efisien.

2. Perlunya peningkatan koordinasi antara Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang

Kota Yogyakarta dengan Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta dalam rangka

menunjang kinerja sebagai representasi rakyat dalam penatausahaan Tanah

Kasultanan dan Tanah Kadipaten dalam rangka mengetahui dan mengkaji

bersama-sama persoalan pertanahan yang terjadi khususnya terhadap tanah

kasultanan dan tanah kadipaten sehingga terjaminnya kepastian hukum tidak

hanya melalui peraturan perundang-undangan namun juga melalui lembaga-

lembaga yang diberikan kewenangan dalam hal penatausahaan Tanah Kasultanan

dan Tanah Kadipaten.
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